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KATA PENGANTAR

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan Langkah awal
untuk melakukan pengukuran Kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis
instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia
dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI).

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta agar
tetap eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti
dewasa ini, maka Pengadilan Agama Sumenep sebagai suatu organisasi terus
menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun
dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian

hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis
merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumenep telah
berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi,
mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara
mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan
Agama Sumenep ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam
merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Akhirnya, Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Sumenep ini
diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);

4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan

Pengadilan Agama Sumenep;



5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sumenep
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Sumenep adalah dibentuk
berdasarkan TAP Raja No. 24 Tahun 1881 STBL No0.152 Tahun 1882
tanggal 2 Juni 1882 dan pertama kali berdiri Pengadilan Agama Sumenep

menempati komplek Masjid Agung Sumenep.

Pada tahun 1980 dengan keluarnya DIP (Daftar Isian Proyek)
Departemen Agama tahun anggaran 1979/1980 Pengadilan Agama
Sumenep telah mendapatkan gedung balai sidang yang berlokasi di JI. Dr.
Cipto No 7 dengan luas 1.290 m2. Sehingga Pengadilan Agama Sumenep
yang telah ratusan tahun berada di komplek Masjid Agung Sumenep, maka
pada tanggal 1 Juni 1980 Pengadilan Agama Sumenep pindah ke gedung
baru yang yang berlokasi di JI. Dr. Cipto No. 7, Desa Kolor, Sumenep.

Seiring pesatnya perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama
Sumenep dan peningkatan kualitas dan kuantitas para pencari keadilan yang
datang di Pengadilan Agama Sumenep untuk mengajukan perkaranya, maka
sarana dan prasarana Pengadilan Agama Sumenep sudah tidak layak lagi
untuk memfasilitasi para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama
Sumenep. Sehingga kemudian Pengadilan Agama Sumenep memperoleh
anggaran pembangunan gedung baru dan pada tahun 2010 Pengadilan
Agama Sumenep menempati gedung baru yang berlokasi di JI. Trunojoyo
No. 300 Km. 03 Sumenep.

Pengadilan Agama Sumenep memiliki wilayah hukum terdiri
294 Kelurahan / Desa dan 24 Kecamatan, dengan luas wilayah daratan
1.146,93 Km2 dan luas wilayah kepulauan 946,53 km2 dengan jumlah
penduduk 1.076.592 jiwa.



Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep Kelas 1B meliputi

24 Kecamatan, yaitu :

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kecamatan Kota
Kecamatan Batuan
Kecamatan Kalianget
Kecamatan Manding
Kecamatan Dasuk
Kecamatan Ambunten
Kecamatan Pasongsongan
Kecamatan Gapura
Kecamatan Batuputih
Kecamatan Batang-Batang
Kecamatan Dungkek
Kecamatan Lenteng
Kecamatan Rubaru
Kecamatan Ganding
Kecamatan Guluk-Guluk
Kecamatan Saronggi
Kecamatan Bluto
Kecamatan Pragaan
Kecamatan Talango
Kecamatan Giligenting

Kecamatan Nonggunong



22. Kecamatan Gayam
23. Kecamatan Raas
24. Kecamatan Masalembu

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak
kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan
peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya
membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak
manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan

prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan
karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif,
efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan
peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu
pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Sumenep sebagai Pengadilan Agama Tingkat
Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019. Namun

demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Sumenep dari sekian



program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program

dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data
kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015-2019 di Pengadilan Agama
Sumenep sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi

permasalahan yang terjadi.
1.1.1. Penanganan Perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak
kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan
peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya
membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak
manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan

prasarana.

Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan
karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya
guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif,
efiesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan
peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu
pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

Sebagai Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam
menjawab tantangan tersebut Pengadilan Agama Sumenep yang merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama harus dapat bekerja secara profesional dalam
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama sesuai kewenangannya atas perkara-perkara yang diajukan oleh
para pencari keadilan, Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama

Sumenep adalah menyelesaikan perkara-perkara meliputi antara lain:

- Masalah Perkawinan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Izin beristri lebih dari seorang;

Izin melagsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

Dispensasi kawin;

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
Pembatalan perkawinan;

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
Perceraian karena talak;

Gugatan perceraian;

Penyelesaian harta bersama;

Penguasaan anak-anak;

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak

mematuhinya;

Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
istri;

Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Pencabutan kekuasaan wali;

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut;



18. Penujukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang

ada dibawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan

anak berdasarkan hukum Islam;
21. Pengangkatan anak (Tabanni);

22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk

melakukan perkawinan campuran;
23. lItshat nikah;
24. Wali adhal;

- Masalah Waris
1. Gugatan waris;
2. Permohonan waris;
3. Permohonan waris (Kalalah);
- Masalah Wasiat;
- Masalah Hibah;
- Masalah Wakaf;
- Masalah Zakat;
- Masalah Infaq;
- Masalah Shadagabh;
- Masalah Ekonomi Syari’ah dan sengketa perbankan syariah;

- Masalah Lain-Lain

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama tersebut merupakan suatu
kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada
masyarakat pencari keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan

Agama Sumenep yang mayoritas beragama Islam.



Dalam mewujudkan organisasi atau lembaga yang profesional, efektif,
efiesien, transparan serta akuntabel sebagaimana diamanahkan oleh
Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sumenep telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2015-2019. Namun demikian
berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Sumenep dari sekian program dan
kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan

yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan
Agama Sumenep Tahun 2020-2024, diperlukan analisis data kondisi
keadaan tingkat perkara tahun 2015-2019 di Pengadilan Agama Sumenep
sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan serta

rencana kedepannya. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel.

Sisa Perkara | Jumlah
No. Tahun Putus | Sisa
Sebelumnya | Masuk Beban
1. | Tahun 2015 286 1738 2024 1754 270
2. | Tahun 2016 270 2012 2282 2055 227
3. | Tahun 2017 227 2033 2260 2005 255
4. | Tahun 2018 255 2142 2397 2262 135
5. | Tahun 2019 135 2148 2283 2184 99
Rata-Rata 235 2015 2249 2052 197
Tabel 1.1 Analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 — 2019
Sisa Perkara | Jumlah
No. Tahun Putus | Sisa
Sebelumnya [ Masuk Beban
1. | Tahun 2020 99 2273 2372 2274 98

Tabel 1.2 Data keadaan perkara tahun 2020
Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur
peradilan agama sumenep semakin meningkat yang dapat dilihat dengan

meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.
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Grafik 1.1 Analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2015 - 2019

1.1.2. Struktur Organisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariatan pengadilan
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Hal ini menunjukkan bahwa
Mahkamah Agung diberi kebebasan dalam mengatur sendiri tentang
Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan

dan Sekretariatan pada lembaga pengadilan yang ada dibawahnya

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang
pada intinya menyebutkan bahwa Panitera pengadilan tidak merangkap
Sekretaris pengadilan, Sedangkan khusus untuk jabatan Wakil Panitera
disebutkan dalam pasal 457 bahwa “Jabaran Wakil Panitera tidak ada lagi,
namun jenjang Kkarier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta
meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan
tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun
penggantian posisi jabatan yang dimaksud”. Hal ini juga sesuai dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan



ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi
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Sumenep adalah sebagai berikut :




Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI)
Pengadilan Agama Sumenep membagi tugas para pejabat di lingkungan

satuan kerja sebagai berikut :

KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan
bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan
lancar, membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan secara baik, serasi dan selaras.

WAKIL KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu
Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, mewakili Ketua Pengadilan
Agama Sumenep bila berhalangan, melaksanakan delegasi wewenang dari
Ketua Pengadilan Agama, Melakukan pengawasan intern untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan

ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua.

HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan meneliti
berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang
menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai
dengan minutasi, berkoordinasi dengan Ketua, menyusun program Kerja
jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan bidang

Bindalmin atas perintah Ketua.

PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi
dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di
bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan
Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka panjang dan

jangka pendek, serta bertanggung jawab kepada Ketua.

SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah : Berkoordinasi
dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di

bidang, administarsi umum dan administrasi lainnya dalam melaksanakan

tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, menyiapkan kons




serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan, serta

bertanggung jawab kepada Ketua.

PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian
hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan,

mengevaluasi serta bertanggung jawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian
gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggung jawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan fungsinya
adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggung jawab kepada Panitera.

PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah :
Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti proses persidangan,
membuat berita acara persidangan, membuat instrumen persidangan,
mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang
telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja Il melalui Wakil Panitera

serta bertanggung jawab kepada Panitera.

JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN tugas pokok dan fungsinya adalah :
Menyiapkan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan
teknologi informasi, statistik, pemantauan evaluasi, dokumentasi dan

pelaporan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan bahan



pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN tugas pokok
dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan surat menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan

dan pengelolaan keuangan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA tugas pokok dan
fungsinya adalah :  merancang, membuat, menguji  coba,
mendokumentasikan, dan melakukan perawatan terhadap sistem komputer,
sistem jaringan, dan sistem paket serta bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA tugas pokok
dan fungsinya adalah : melaksanakan segala bentuk proses administasi para

pihak serta bertanggung jawab kepada Panitera Muda Pemohon.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan
Pengadilan Agama Sumenep dengan mengikuti berbagai kegiatan
Bimbingan Teknis, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan
dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan
diraihnya beberapa penghargaan, mulai dari Laporan Keuangan oleh KPPN
Pamekasan, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI dan meraih sertifikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) oleh Kemenpan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia.

Sarana dan prasarana akses masuk para pihak berperkara masih
menjadi satu dengan para pegawai Pengadilan Agama Sumenep. Kedepan
harus akses / ruang masuk yang berbeda antara para pihak berperkara

dengan pegawai Pengadilan Agama Sumenep.

Selain itu sarana dan prasarana ruang pelayanan, ruang tunggu para

pencari keadilan dengan ruang sidang dan mediator sudah satu area, namun



ruang tunggu belum memadai (sempit). Oleh karena itu ruangan tersebut
perlu di perluas, sehingga para pencari keadilan merasa aman dan nyaman

selama berada di Pengadilan Agama Sumenep.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi
yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan

pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength),
Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari

Pengadilan Agama Sumenep.
A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Sumenep yang merupakan modal
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Adanya eksistensi dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan
Agama Sumenep sebagai pengadilan Negara dalam peraturan

perundang-undangan;

2. Adanya kekompakkan dan kerjasama Hakim, Pegawai dan Honorer
Pengadilan Agama Sumenep untuk melaksanakan tupoksinya,
sesuai Job Description dan SK Penunjukan yang jelas;

3. Adanya renstra dan program tahunan yang aplikatif;

4. Adanya Apliaksi SIAP untuk absensi yang terkoneksi dengan finger

scan dan bisa diakses oleh otoritas pengawas absen secara daring;

5. Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Panitera serta

aturan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);

6. Akses yang memberi kemudahan kepada pencari keadilan, berupa :
SIPP, mesin antrian sidang, meja informasi dan pengaduan, survey
kepuasan masyarakat serta petunjuk alur berperkara yang jelas di

Pengadilan Agama Sumenep;



B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Sumenep

dirinci sebagai berikut :

1.

7.

8.

Kurangnya jumlah Hakim, Panitera Pengganti dan  Jurusita
Pengganti serta kompetensi Sumber Daya Manusia bidang

kepaniteraan dan kesekretariatan;

Masih terjadinya rangkap jabatan di Bidang Kesekretariatan dan
Kepaniteraan, seperti: Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian

merangkap sebagai Juru Sita Pengganti;

Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan;
Masih ada minutasi perkara yang lebih dari satu hari;

Masih ada temuan dalam setiap pengawasan dan eksaminasi;
Perangkat Kerja yang belum memadai;

Belum mempunyai genset, untuk mengantisipasi lampu padam;

Masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas;

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama

Sumenep untuk melakukan perbaikan antara lain :

1.

2.

Kultur kepercayaan dan kepatuhan masyarakat yang kuat;

Hubungan yang baik dengan Pemerintahan Kabupaten Sumenep,
bahkan dimasukkan sebagai Forum Pimpinan Daerah (Forpimda)

kabupaten sumenep dan instansi terkait lainnya;

Kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Sumenep untuk

pemanggilan dan pemberitahuan sidang;

Kerjasama dengan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten Sumenep

untuk perubahan status pasca cerai dan pengangkatan anak;



5. Kerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kabupaten
Sumenep untuk pengiriman salinan putusan / penetapan, guna

dicatat dalam register di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

6. Adanya MoU dengan PT. POS Sumenep untuk pengiriman surat

dan wesel dll;

7. Kondisi Kamtibmas Kabupaten dan Kota Sumenep yang
kondusif;

8. Adanya hubungan kerja sama yang baik dengan KPKNL dan
KPPN

9. Kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang
Sumenep berkaitan dengan penampungan Biaya Panjar Perkara

dan e-court;

10. Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang

Sumenep berkaitan dengan penampungan gaji pegawai (ASN);

11. Memanfaatkan teknologi informasi, apalagi dimasa pandemi
COVID-19 dengan mengadakan sidang secara teleconference
bagi pihak-pihak perkara yang berada di kepulauan dan di luar
kabupaten Sumenep. Peningkatan pendaftaran secara e-court dan

persidangan secara elitigasi;
D. Tantangan (Treaths)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama
Sumenep yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk
tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah yurisdiksi, baik daratan maupun kepulauan dan

pulau terjauh Masalembu;

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur beracara di

Pengadilan;



3. Adanya Lurah dan atau Kepala Desa yang tidak kooperatif;

4. Adanya masyarakat pekerja urban industrial;

5. Frekuensi dan Intensitas mutasi dan rotasi pejabat fungsional dan

pegawai;

Dalam rangka mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki

serta dalam menghadapi dan memperkecil kelemahan dan tantangan yang

ada, maka Pengadilan Agama Sumenep telah menyiapkan beberapa strategi

yaitu:

1. Memperkuat kinerja institusi satuan kerja dan membangun kerjasama

dengan pihak lain yang masif dan komunikatif

2. Melakukan optimalisasi dan efektifitas kinerja satuan kerja

3. Membangun interkoneksi dengan institusi lain, dan membudayakan

sosialisasi hukum secara langsung maupun via IT

Membangun efisiensi dan efektifitas kinerja dan memasifkan kerjasama

dengan instistusi terkait.

E. PIHAK BERKEPENTINGAN

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness),

Peluang (Opportunity), Tantangan (Treaths), maka juga harus ditentukan

pihak berkepentingan serta klasifikasi pihak yang berkepentingan yang

mempengaruhi Pengadilan Agama Sumenep :

No. | Pihak Berkepentingan

Klasifikasi Pihak
Berkepentingan

(pilih salah satu)

Kunci

Utama

Penunjang

1. | Masyarakat pencari keadilan (para pithak)] X

2. | Pengadilan Tinggi Agama Surabaya




3. | Sekretaris Mahkamah Agung

4. | Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung

5. | Pengadilan Agama Seluruh Indonesia

6. | Pengadilan Negeri Sumenep

7 Kementerian Agama dan Dinas

" | Kependudukan dan  Pencatatan

Sipil Kota/Kabupaten Sumenep

8. | Kantor Uusan Agama sesuai dengan
yuridiksi

9. | Bank Rakyat Indonesia (BRI)

10. | Bank Syariah Indonesia (BSI)

11. | Pos Pelayanan Hukum (Posyankum)

12. | Kantor Pos Indonesia

13. | Radio Republik Indonesia Sumenep

14. | Advokat

15. | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang ( KPKNL )

16. | Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara ( KPPN)

17. | Direktorat Jenderal Perbendaharaan (
DJPB)

18. | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (
DJKN)

19. | Tabungan Pensiun ( Taspen)

20. | Badan Pusat Statistik ( BPS)

21. | Kementerian Sosial

22. | Kantor Kelurahan/Aparat pemerintah

23.

Kementerian Luar Negeri




24.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (
BPJS)

25. | Kantor Pelayanan Pajak

26. | Badan Pertanahan Nasional ( BPN )

27. | Perusahaan Listrik Negara ( PLN)

28. | PT. Telkom Indonesia

29. I)Derusahaan Daerah Air Minum ( PDAM

30. | Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

31. | Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan

32. | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (
KPAI)

33. | Penyedia Web hosting

34. | Kementerian Komunikasi dan Informasi
( Kominfo)

35. | Tentara Nasional Indonesia ( TNI )

36. | Polisi Republik Indonesia ( POLRI)

37. | Dinas Pemadam Kebakaran

38. | Penyedia Barang/Jasa

39. | Pemerintah Daerah Sumenep

F. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK BERKEPENTINGAN

analisis kebutuhan dan harapan, yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai

Tabel 1.3 Pihak Berkepentingan

Setelah mengidentifikasi pihak berkepentingan, maka juga dilakukan

berikut :




No. Pihak Kebutuhan Dan Strategi Organisasi
Berkepentingan Harapan Memenuhi Kebutuhan
Dan Harapan
1 | Pencari Keadilan | 1. Permohonan/gugatan | 1.Pelaksanaan SOP
dapat t o L
d?pjtussiiira (cepat) 2. Sosialisasi / Publikasi
P Alur Perkara dan
. Persidangan perkara Persidangan
:epat waktu dan 3. Pembinaan teknis
ransparan justisial dan Pola
. Hasil produk Bindalmin
pengadilan diterima 4. Optimalisasi pemakaian
tepat waktu . .
dan pemeliharaan mesin
. Mesin antrian sidang antrian
dan terlaksanakanya
persidangan secara
tertib dan teratur
2 | Pengadilan . Meningkatnya 1. Pelaksanaan SOP
Tinggi A lesai . .
ngg! gama penyetesaian 2. Pembinaan teknis
Surabaya perkara yang

sederhana, tepat
waktu, transparan dan
akuntabel

. Meningkatnya

penyelesaian minutasi
berkas perkara tepat
waktu

. Meningkatnya

pelayanan
penyampaian
salinan/putusan tepat
waktu

. Meningkatnya

penerbitan akta cerai
secara cepat dan tepat
waktu

justisial dan Pola
Bindalmin




. Meningkatnya

pelayanan
penyerahan akta cerai
secara cepat dan tepat
waktu

Sekretaris
Mahkamah
Agung

. Meningkatnya

realisasi anggaran
DIPA 01 guna
perbaikan dan
pemenuhan sarana
dan prasarana
peradilan

. Memberikan laporan

administrasi umum
yang akurat.

1. Pelaksanaan SOP

2. Pengawasan
Pelaksanaan Anggaran

3. Pembinaan administrasi
Umum

Badan Peradilan

. Terserapnya realisasi

1. Pelaksanaan SOP

Agama anggaran DIPA 04
. 2. Pengawasan
Mahkamah guna peningkatan
. Pelaksanaan Anggaran
Agung kualitas pelayanan
secara tepat sasaran.. | 3. Pembinaan administrasi
. teknis justisial dan pola
. Penyampaian laporan : .
bindalmin
perkara secara tepat
waktu.
Pengadilan Meningkatnya kerja | 1. Pelaksanaan SOP
Agam m lam  hal - .
gama sama  dala a 2. Menjalin kerjasama dan
. pemenuhan bantuan I .
se Indonesia komunikasi yang baik

panggilan/PBT
Tabayun secara tepat
waktu

Meningkatnya Kkerja
sama dalam hal
delegasi untuk
pelaksanaan
Pemeriksaan
Setempat

dengan Pengadilan
Agama Lain

3. Pembinaan administrasi
teknis justisial dan pola
bindalmin




3. Meningkatnya
kerjasama dalam hal
delegasl pelaksanaan
sita dan eksekusi

6 | Pengadilan Terwujudnya Menjalin kerjasama dan
Negeri Sumenep | keseragaman panjar komunikasi yang baik
biaya perkara untuk dengan Pengadilan Negeri
wilayahKabupaten Sumenep
Sumenep
7 | Kementerian Terlaksananya Menjalin kerjasama dan
Agama dan pelaksanaan komunikasi yang baik
Dinas sidang terpadu istbat dengan Pengadilan Agama
Kependudukan nikah Lain
dan Catatan Sipil
Kota dan
Kabupaten
Sumenep
8 | Kantor Urusan Diterimanya salinan 1. Pelaksanaan SOP
Agama (KUA) putusan cerai gugat/cerai > Pembinaan administrasi
Kecamatan talak o
teknis justisial dan pola
bindalmin
9 | Bank Republik Pencairan DIPA melalui | 1.Pelaksanaan SOP
In i i
donesia (BRI) | Bank Rgpubllk 2. Pengawasan
Indonesia (BRI).
pelaksanaan anggaran
3. Pembinaan administrasi
Umum
10 | Posbakum 1. Menyediakan sarana | 1. Menjalin kerjasama

dan prasarana yang
memadai.

2. Memberikan
informasi tentang
penyediaan bantuan
hukum kepada para
pencari keadilan

dengan penyedia Jasa
2. Pelaksanaan SOP
3. Publikasi Poshakum

4. Evaluasi kerjasama dan
kegiatan Posbakum




11 | Kantor Pos Meningkatnya 1. Menjalin kerjasama

Indonesia pengiriman dan dengan Kantor Pos
penerimaan 2. Pelaksanaan SOP
dokumen-dokumen
berkaitan dengan 3. Evaluasi kerjasama dan
Kesekretariatan dan kegiatan Posbakum
Kepaniteraan melalui
Kantor Pos Indonesia

12 | Radio Republik | Pemanggilan kepada 1. Menjalin kerjasama
Indonesia para pihak yang tidak dengan radio Republik
Sumenep diketahui alamatnya Indonesia Sumenep

¢ -

etap m.elalm radl(.) 2. Pelaksanaan SOP

Republik Indonesia

Sumenep 3. Evaluasi kerjasama dan
kegiatan Radio
Republik Indonesia
Sumenep

13 | Advokat Mendapatkan pelayanan | 1.Pelaksanaan SOP

konsultasi dan bantuan 2. Pembinaan administrasi

hukum .
teknis justisial dan pola
bindalmin

14 | Kantor 1. Penetapan aset BMIN | 1. Pelaksanaan SOP
Pelayanan - - .

Y 2. Penjualan aset secara | 2. Menjalin Kerjasama
Kekayaan S
Neaara dan lelang Dan Komunikasi Yang

g Baik Dengan KPKNL
Lelang (KPKNL)

15 | Kantor Memyampaikan 1. Pelaksanaan SOP
Pelayanan rekonsiliasi penyerapan 2. Menjalin Kerjasama
Perbendaharaan | anggaran secara akurat o
Negara (KPPN) | dan tepat waktu Dan Komunikasi Yang

g P ' Baik Dengan KPKNL

16 | Direktorat Menyampaikan 1. Pelaksanaan SOP
Jenderal perencanaan 2. Menjalin Kerjasama
Perbendaharaan | anggaran secara akurat o

Dan Komunikasi Yang
(DJPB) dan tepat waktu

Baik Dengan DJPB




17 | Direktorat Menyampaikan laporan | 1. Pelaksanaan SOP
nderal nggunaan BMN r - .
Jendera pengguinaa secara 2. Menjalin Kerjasama
Kekayaan akuntabel. S
Negara (DIKN) Dan Komunikasi Yang
g Baik Dengan DJKN
18 | Tabungan Memberikan data yang 1. Pelaksanaan SOP
Pensi k i PN
enstun akurat bag _Sy:img 2. Pengawasan dan
(TASPEN) akan memasuki usia .
ensiun Pengendalian
P ' Administrasi
Kepegawaian
19 | Badan Pusat Memberikan informasi 1. Pelaksanaan SOP
Statistik (BPS) kepada masyarakat 2. Menjalin Kerjasama
tentang data perkara o
ang diterima dan van Dan Komunikasi Yang
yang Y&9 | Baik Dengan KPKNL
putus
20 | Kementerian Mensyaratkan surat 1. Pelaksanaan SOP
ial keterangan dalam - .
Sosia :trf(;agF?endzr? Katan 2. Menjalin Kerjasama
P _g g Dan Komunikasi Yang
Anak sesuai peraturan .
erundang-undangan Baik Dengan
P g gan. kementerian Sosial
3. Sosialisasi Hukum
21 | Kantor Terjalinnya hubungan 1. Pelaksanaan SOP
'I:eiiur;a:han / b:lnk d;alr; r’:jzrlaksananya 2. Menjalin Kerjasama
P . pandg . . Dan Komunikasi Yang
Pemerintah pemberitahuan sidang .
melalui aparat Baik Dengan Kantor
. P Kelurahan / Aparat
pemerintah .
Pemerintah
3. Sosialisasi Hukum
22 | Kementerian Terlaksananya kerja 1. Pelaksanaan SOP

Luar Negeri
(Dirjen
Keprotokoler)

sama antara
Dubes/Konsulat dengan
Pengadilan Agama
Kabupaten Sumenep

2. Menjalin Kerjasama
Dan Komunikasi Yang
Baik Dengan




dalam hal penyampaian
bantuan panggilan/PBT
kepada para pihak diluar
negeri

Kementerian luar negeri

3. Sosialisasi Hukum

23 | Badan Pelayanan jaminan 1. Pelaksanaan SOP
P I kesehat i
enye engga.ran ese a.an para pegawai 2. Pengawasan dan
Jaminan Sosial melalui Badan .
. Pengendalian
(BPJS) Penyelenggaran Jaminan . .
: Administrasi
Sosial (BPJS). .
Kepegawaian
24 | Kantor Pembayaran pajak tepat | 1.Pelaksanaan SOP
Pel Pajak Ktu.
elayanan Paja waktu 2. Pengawasan
(KPP)
pelaksanaan anggaran
25 | Kantor Polisi Meningkatnya kerjasama | 1. Pelaksanaan SOP
Resor lam menciptakan - .
esort dala enciptaka 2. Menjalin Kerjasama
Kabupaten / Kota | keamanan, ketenangan S
. Dan Komunikasi Yang
dan ketertiban dalam .
Baik Dengan Kantor
pelaksanaan .
. . Polisi Resort Kabupaten
persidangan, eksekusi
. / Kota
putusan dan penyitaan
26 | Badan Pengukuran batas-batas | 1. Pelaksanaan SOP
Pertanahan jek sengk r - .
ertanana objek seng e_ta berupa 2. Menjalin Kerjasama
Negara (BPN) tanah melalui Badan o
Pertanahan Nedara Dan Komunikasi Yang
g Baik Dengan BPN
(BPN)
27 | Perusahaan Pembayaran listrik tepat | 1. Pelaksanaan SOP
Listrik Negara waktu
2. Pengawasan
(PLN)
pelaksanaan anggaran
28 | PT. Telkom Pembayaran jasa 1. Pelaksanaan SOP
Indonesia telekomunikasi tepat
2. Pengawasan
waktu
pelaksanaan anggaran
29 | Perusahaan Pembayaran air PDAM | 1. Pelaksanaan SOP
Daerah Air tepat waktu

2. Pengawasan




Minum (PDAM)

pelaksanaan anggaran

30 | Perguruan Tinggi | Tersedianya SDM yang | 1.Pelaksanaan SOP
ig:k;?rufsa(:}ar; S1ap 2. Menjalin Kerjasama
J gang Dan Komunikasi Yang
Baik Dengan Perguruan
Tinggi
31 | Sekolah Tersedianya SDM yang | 1. Pelaksanaan SOP
Menengah ber!<ualltas dan siap 2. Menjalin Kerjasama
Atas/Sekolah kerja (PRAKERIN) o
Menenaah Dan Komunikasi Yang
. J Baik Dengan Sekolah
Kejuruan
Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan
32 | Komisi Dapat melakukan 1. Menjalin Kerjasama
Perlindungan pendampingan terhadap Dan Komunikasi Yang
Anak Indonesia | anak secara psikologi Baik Dengan KPAI
(KPAD) d::]amuazzgia;iak 2. Sosialisasi akibat
peng hukum (dampak
perceraian)
33 | Penyedia Web Penggunaan Web 1. Menjalin Kerjasama
Hosting hosting melalui Penyedia Dan Komunikasi Yang
Web Hosting. Baik Dengan Penyedia
Web Hosting
2. Pengawasan terhadap
akses Website
34 | Kementerian Tersedianya layanan Menjalin Kerjasama Dan
Komunikasi dan | berkualitas tentang Komunikasi Yang Baik
Informasi portal pemerintah Dengan Kementerian
(Kominfo) Kominfo
35 | Tentara Nasional | Pemeriksaan perkara 1. Pelaksanaan SOP

Indonesia

perceraian bagi anggota
TNI setelah ada izin dari
Atasannya

2. Menjalin Kerjasama
Dan Komunikasi Yang
Baik Dengan TNI

3. Sosialisasi Hukum




36 | Polisi Republik Pemeriksaan perkara 1. Pelaksanaan SOP
Indonesia erceraian bagi anggota - .
! b . I gt _g_g 2. Menjalin Kerjasama
(POLRI) Polri setelah ada izin o
dari Atasannva Dan Komunikasi Yang
y Baik Dengan POLRI
3. Sosialisasi Hukum
37 | Dinas Pemadam | Terlaksananya sosialisasi | 1. Menjalin Kerjasama
Kebakaran penanggulangan bencana Dan Komunikasi Yang
kebakaran Baik Dengan Dinas
Pemadam Kebakaran
2. Memfasilitasi
terlaksananya
penanggulangan
bencana kebakaran
38 | Penyedia barang | Pemenuhan Barang dan | 1.Pelaksanaan SOP
' P iaB - .
dan jasa izsnajazzyed'a arang 2. Menjalin Kerjasama
Dan Komunikasi Yang
Baik Dengan Penyedia
barang dan jasa
3. Pengawasan
pelaksanaan anggaran
39 | Pemerintah Pemeriksaan perkara 1. Pelaksanaan SOP
Daerah K n rceraian i PN - .
aerah Kota dan | perceraia t?agl S 2. Menjalin Kerjasama
Kabupaten setelah ada izin dari o
Dan Komunikasi Yang
Sumenep atasannya

Baik Dengan Pemda
Kab. / Kota Sumenep

3. Sosialisasi Hukum

Tabel 1.4 Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan




BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumenep. Visi
Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut : “Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama

Sumenep menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumenep.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sumenep.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumenep.

Motto adalah kalimat, frasa, atau kata yang digunakan sebagai
semboyan, pedoman, atau prinsip. Pengadilan Agama Sumenep memiliki
Motto yang telah disepakati dan dijadikan semboyan, pedoman dan prinsip
dalam melaksanakan tupoksi yaitu BERAKSI:

1. Bersama
2. Amanah
3. Kreatif
4. Solutif

5. Inspiratif




2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Pengadilan Agama Sumenep

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Sumenep

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

NO

TUJUAN

SASARAN

Indikator Kinerja

1

Mewujudkan proses
Peradilan yang Pasti,
Trasparan dan
akuntabe

Terwujudnya proses
Peradilan yang Pasti,
Trasparan dan akuntabe

Persentase perkara
diselesaikan dan akuntabel

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Banding

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Peninjauan
Kembali




Indek responden pencari
keadilan pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

Meningkatkan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Peningkatan efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara

Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi

Persentase berkas yang
dimohonkan banding,
kasasi dan peninjauan
kembali yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu.

Persentase putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Meningkatkan akses
keadilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan

Meningkatnya akses
keadilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan.

Persentase perkara yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan

Presentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Perkara
Permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum




Meningkatkan Meningkatnya Persentase putusan
kepatuhan terhadap | kepatuhan terhadap perkara perdata yang
putusan pengadilan putusan pengadilan ditindaklanjuti (eksekusi)

Tabel 2.1 Sasaran Strategis




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035
tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat

disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :
A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah
pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan
fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan

tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :
1.  Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4.  Penguatan Akses pada Keadilan
B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi
menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan
(Litbang)




Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam
rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis
pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus
dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam
mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk
mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua,
fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan
kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan
Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan
mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM
berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini
biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM).
Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi

dilakukan sebagai berikut :
1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi

2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian Kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi

5. Pola karir berbasis kompetensi.

Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif,

berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan

mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim




Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat Qualified and
Respectable Judicial training Center (JTC)“.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai
aspek, yaitu meliputi :

=

Kelembagaan (institusional);

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;

3. Sumber Daya Manusia;

4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;

6. Anggaran diklat; serta

7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan

pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan
berkelanjutan atau Continuing Judicial Education (CJE). Terdapat
beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini,

yaitu :
1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu

hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;

2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan
berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan

kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.
Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung

dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran penda




dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada

jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian

baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.

Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian

anggaran badan peradilan;

b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

kemandirian anggaran badan peradilan;

c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;

d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian

anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju

kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

e.

f.

a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan

Peradilan;

. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai

syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi

kerangka pengeluaran jangka menengah;

. Restrukturisasi program dan kegiatan;

Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan




b.

C.

Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan

Belanja;

Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

a.

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah
Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan
keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran
berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan
pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan,
pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4.  Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

a.

Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian

Anggaran Badan Peradilan;

. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan

keuangan Badan Peradilan;

Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran
telahdisahkan;

. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran

Badan Peradilan;

Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan

tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

Implementasi  transparansi  pengelolaan penerimaan dan

belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung

akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :




1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang

dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;

2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola
aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset
yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian
hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan

kepastian nilai;

3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap

satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;

5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan
aset;

6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset
milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang
dianggap perlu;

7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;

8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah

dinas dan rumah jabatan;

9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang
efektif;

10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena
memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk

instansi tertentu;
H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di
Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk
tercapainya hal-hal berikut ini :




tad

Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar

pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;

b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas
aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi,

permintaan informasi dan kesaksian;

c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu
dengan mengurangi kerja manual dan Klerikal serta

menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan
menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan

dan kontrol atas kinerja;

e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu
dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak

jauh secara daring.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan
lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3

(tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah
optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada,
integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan
perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja

berbasis Teknologi Informasi;

2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah
terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga
peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi
untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk

peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;




3. Tahap I, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah
diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku
kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam
kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated
justice system).

I.  Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek,
yaitu:

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
Masyarakat

5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.
J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan
diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan
masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah
Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;

2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan

Biaya Ringan;

3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan

Pendukung;




4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan
Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas

Pelaksanaan Pelayanan Informasi;

5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan

Kebutuhan Informasi Pengadilan.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tahun 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan

sebagai berikut :
A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan
harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan

adalah :
1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.
B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan
program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen
perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh
pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan
Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita
Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin
dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih

ditingkatkan.




C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis
yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam
mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk
mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi
Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan
Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan
SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi
AgamaSurabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan
sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem
Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
E. Arah Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan Kriteria
obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan
Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia,terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan
Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.




Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan

Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan

Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan

Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center
(TC)”".

F.  Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju

kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

€.

Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai

Syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka

pengeluaran jangka menengah;

. Restrukturisasi program dan kegiatan;

. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

C.

Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan

Belanja;

Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan

Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan

keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran




berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan

pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran

Badan Peradilan;

b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan

tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.
G. Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa

tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;

6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan

aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal yaitu:

a. Rehab/renovasi gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah

Jawa Timur

b. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas

Perkantoran untuk satuan kerja.




d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data

untuk satuan kerja
H. Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arah pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun
pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi
Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA
se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, dll dan melaksakanakan integrasi data

dan informasi.
I.  Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :
1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;

3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
Masyarakat.

J.  Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi

pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :
1. Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

2. Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Sumenep

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Sumenep Tahun
2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai
berikut :




A. Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus
mengarah pada tujuan yaitu ‘“Peradilan Agama yang dapat
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif’. Untuk
mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan

adalah :
1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arah Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan
program prioritas Yyaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen
perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan
Agama Sumenep akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan
terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti
untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik,

sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.
C. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis
yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam
mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk
mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi
Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan
Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan
SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama

Sumenep akan mengembangkan dan mengimplementasikan siste




E.

manajemen SDM Dberbasis kompetensi. Pengembangan Sistem

Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan

yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.
Arah Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan Kkriteria
obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama
Sumenep secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis
Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber
Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita /
Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas

dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Sumenep.

Pengadilan Agama Sumenep mensupport kebijakan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan
dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas
dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center
(JTC) “.

Arah Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju

kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:
1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai

syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;




b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi

kerangka pengeluaran jangka menengabh;
c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;

b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan

Belanja;
c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi  anggaran
Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang
pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan
anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan

pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran

Badan Peradilan;

b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan
perundang-undangantentang transparansi pengelolaan

penerimaan dan belanja;

c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan

belanja.




G.

Arah Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki  kinerja dalam pengelolaan aset,

Pengadilan Agama Sumenep akan melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Penertiban aset;

2.  Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa
tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;

4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;

5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan
aset.

6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara

lain.

a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data
sebanyak 25 unit @ Rp. 8,000.000,- = Rp. 200.000.000,-

Arah Pembaruan Teknologi Informasi

Arah pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun

pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi

Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Sumenep dan aplikasi

SIPP dan melaksakanakan integrasi data dan informasi.

Arah Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Sumenep

difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;

2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;




3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi

Masyarakat.
J. Arah Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi
pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi
kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan
akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan
bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen
perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM
Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/lembaga
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan,
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja

yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor
: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya
terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi
peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung
sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke 1V
tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan
program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional

ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan

hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Huk




Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan
hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta
profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu

mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang
dalam RPJM tahun 2020-2024 vyang diamanatkan kepada setiap
kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud  harus
menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna
pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan
perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara
dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur
dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun
2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan
sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka
Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis
tahun 2020-2024 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuali

kebutuhan pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian

prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan

pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Sumenep sebagai salah satu bagian dari Mahkamah
Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam

RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi,

penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah baran




tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan

dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Sumenep.




ese[ uejmsuoy]
‘UejeLIJEA.D{3S3)]

ueeaajueda)]

suejual $102
unye[, T ON VINYAd -

‘Suiiey suepis ‘ospoad
QWIN[0A UBRQUIEUI] -

sueX ospo.ad ereysd
ueresaPAulJ uejeqsuIua g -

15eq Ue[Ipead
sosyy ueyewndosusy g

UBJELIJEAD]9S)Y]
‘10JeIpa

ueeraiueda)y]

€002
unye], 2 ON VINHEd

gungy

EWER N Ueanjetrad
iseypwedu] -

yiqnd ueueAepd
uejeysumuad -

dex3uaj ereosss ue nlue|
wmny efedn ueynfep
SueA eaeyaad esexaeq -

ISEIpaw
IN[E[ W UBNIESI[ISIP
suef eaeyiad uejeysuius -

npEMm jeds) ewLIap
uesnynd uejexsuIua ] -

BIBNIS] UeTesa[aAusd
uee[0[o3Uudd SENAIRJH
weyewdo3usy °Z

UBJELIJEAD]3SaY]

ueeajiueday]

I Sundy yeueyen
eped eaeyaad
uesueua 4 Ne M
eydue( 3uejus) 6002
e L, 8ET VI MS
ueipeas (yedwa)
 eped supueg
eBul], uep ewreliad
JexySur) ueipesua  1p
exexIad ueress[aAusd
suejudl 107

unye[J, Z oN VIN9S

eaexaad ueresspaiuad
uejedadred Buejua)

VIADI MIS 1seyusweidm] -

3d uep isesey] ‘Bupueg
‘ten(ue] wmny eAedn

ueynfesuawi yepn suek
eaexuad uejeysuuad - -

mhmvfwn— ESIS tleunumuad -

npemjeds)
eaeytad ueresapAus -

nej unye)
eaeyIod esIs ueresapAud -

[Pqejumye
uep ueedsuen)

Tsed Sues uenpeaad
sosoad ueyewndosusy

eI,
ueigegqg

qemel(

sung3ueusd

1se[ngday
ueyningayj

1sengay
ey dueray] yeay

610Z- ST0Z
uexefiqay] yeiy

ISVINIDIY VIONVHIN

sigaje.n§ nsj




UEJELIE]}a.qaSa}]

ueeaaiueday]

ue[ipeasd (jedwa)
¥ eped suipueg
jey3ul], uep eweld
JeyqSun ueripesusd
1p eaeyaad
ueesaPAusd
Suejusl $10Z

unye[], Z ON VINGS -

eaextad ueresspaAuad
uejedaoaad Suejual

VIADI IS Isejuawa[duyy -

ueyipeduad
uesnind depey.as)
ueynjeday eAuieqSuIusy -

ue[ipesuad
uesmnd depey.s)

ueynieday] uejeysuruad

UBJELIE]AD{IS)Y]

ueegayueday]

A1qnd ueuedepd
Jepue)s Suejus) Z10Z
unye [, 9z0 VI S
EBLIEAS Touoyy
eaeyd9d ﬁm_mwoﬁo\nzom
SueluR] 9107

unye [, 1 ON VINJAd

Amand
ueuefe[ad ueyeysurus -

ueqipeay Leouad
jeyeaedsew uesenday] -

smnd

{E[eles Ly T npem

WEep SUI[UO BILIIS

saselp jedep jeyeaedsewt

ueneyrad yLreusw Suek
uesnind uejeysuIUd{ -

ewe 3y Ue[peaad
qiqnd uweuelepd
Uuep Sey[qIsossyy

ueyewndosus|y ¥

wny ueuele]

suippy Suepls
npeduas |, ueuelepd
suejus) GT0Z

unye], T ON VINIHEd
ueipesusd 1p dwew
HepLL 1eyeressey
13eg wimny
uenjueg ueueie|
UBLISqUU? UeWOopad

wmyeqsod

Ny uemueq
ueuefe[ uejeysuruad -

wmnyn
seuap] (arejunjop)
UBUOYOULIJ BIBNID]

ueresaPAuad ueyeysuruad -

nped.s) Suepis / Sunpag

Jenjip Suepis mepRW

ueyesa[asip sue eaexaad
ueresspPAuUsJ ueyeysurusd -

UeIeSI[asIp

ueya18surdasy
uep ndurew
Sueany| jeyeaedsewt




eIpakuad yeyld

UBJELIE]}a.1YaSa}]

ese|
/ Sueaeqg ueepedusad

1eqeldd ys -

eueresead uep
eueIes ueynuawad

sejuoud eeys -

oy olo

eWR 3y Ue[Ipesusd
ame.edy eueaesedq

uep eue.les uejeysuiusd

UaIsyH

ep JIaJy ‘[Pqeiuy
‘aeredsue.d ], eaedss ese|
/ Sueaeq ueepedusd

ueqrewndosusyy /

UeJeLIE}a. oS3}

1senjollg
ISELIOJY WL S

yalug ueeuesyeRd
ISESLIEpPUE]S

[GRE) (A

BWRZY UB[Ipesusd
sejyi[Iqeyunyy
uejey surusg

jun
gunaoddng ameredy
elauny] ueeysuiusg

eIsnuey efeq
Jaqung usuafeuey
JWISI[EUOIS?) 0Id
ueeysurusd

0}13y ofoJ\] BUR Sy
ue[ipesuad euesye|

ele |, ISUSIsyy uep
SejyIp[eyy ueeySuruag

uIapouwt suek

ueqiperad redeousw

ey Sue.l wepep 1senjolg
ISeULIO)OY Ueeuesyead

weyrewundosuspy 9

Y Sun3dy yeweyyepn
eped BIeNI9d
uesueusd npe
eydue( Suejusl 6002
unye ], 8€T VINDI MS -




Pengadilan Agama Sumenep merupakan Pengadilan tingkat pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam
dibidang Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadagah dan tentang
ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas
Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam
rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama mempunyai

fungsi sebagai berikut:

KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Memimpin dan
bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan
lancar, membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan secara baik, serasi dan selaras.

WAKIL KETUA tugas pokok dan fungsinya adalah : Membantu
Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya dan pengorganisasiannya,mewakili Ketua Pengadilan
Agama Sumenep bila berhalangan,melaksanakan delegasi wewenang dari
Ketua Pengadilan Agama, Melakukan pengawasan intern untuk mengamati
apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan

ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua.

HAKIM tugas pokok dan fungsinya adalah : Menerima dan
meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima
yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya
sampai dengan minutasi, berkoordinasi dengan Ketua, menyusun program
kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan

bidang Bidalmin atas perintah Ketua.

PANITERA tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi

dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis




bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan
Kepaniteraan serta dalam menyusun program kerja jangka panjang dan

jangka pendek.

SEKRETARIS tugas pokok dan fungsinya adalah :Berkoordinasi
dengan Ketua dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di
bidang, administarsi umum dan administrasi lainnya dalam melaksanakan
tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan, menyiapkan konsep

serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan.

PANITERA MUDA HUKUM tugas pokok dan fungsinya adalah :
Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian
hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan,

mengevaluasi serta bertanggung jawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA GUGATAN tugas pokok dan fungsinya
adalah : Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggung jawab kepada Panitera.

PANITERA MUDA PERMOHONAN tugas pokok dan
fungsinya adalah Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh
aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan
kebijakan dalam pelaksanaannya, mengevaluasi serta bertanggung jawab

kepada Panitera.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PELAPORAN tugas pokok dan fungsinya adalah :
Menyiapkan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengelolaan
teknologi informasi, statistik, pemantauan evaluasi, dokumentasi dan

pelaporan serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA tugas pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan




bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata

laksana serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN tugas
pokok dan fungsinya adalah : Menyiapkan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan dan pengelolaan keuangan serta bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

PANITERA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah :
Mendampingi dan membatu Majelis Hakim mengikuti proses persidangan,
membuat berita acara persidangan, membuat instrumen persidangan,
mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang
telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja Il melalui Wakil Panitera

serta bertanggung jawab kepada Panitera.

JURUSITA PENGGANTI tugas pokok dan fungsinya adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera.

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA tugas pokok dan
fungsinya adalah : merancang, membuat, menguji  coba,
mendokumentasikan, dan melakukan perawatan terhadap sistem komputer,
sistem jaringan, dan sistem paket serta bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA tugas pokok
dan fungsinya adalah : melaksanakan segala bentuk proses administasi para

pihak serta bertanggung jawab kepada Panitera Muda Pemohon.

Dengan terbitnya Perma No 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimana jabatan Panitera dan
Sekretaris terpisah, membuat tantangan baru bagi Panitera dan Sekretaris
untuk bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya

masing-masing.




BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan Visi Misi yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Agama

Sumenep telah menetapkan target seperti tersusun pada tabel berikut :

SASARAN

TARGET

Uraian

Indikator
Kinerja

2020

2021

2022

2023

2024

Terwujudnya
proses
peradilan
yang pasti,
transparan
dan akuntabel

a. Persentase
perkara
diselesaikan
dan
akuntabel

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

95%

96%

97%

98%

99%

c. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Banding

94%

95%

96%

97%

98%

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Kasasi

95%

96%

97%

98%

99%

e. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Peninjauan
Kembali

95%

96%

97%

98%

99%




. Index

responden
pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan

90%

92%

94%

96%

98%

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a.

Persentase

isi putusan
yang diterima
oleh para
pihak tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase

Perkara yang
diselesaikan
melalui
mediasi

1%

2%

3%

4%

5%

. Persentase

berkas yang
dimohonkan
banding,
kasasi dan
peninjauan
kembali yang
diajukan
secara
lengkap dan
tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase

putusan
perkara yang
menarik
perhatian
masyarakat
yang dapat
diakses
secara online
dalam waktu
1 hari setelah
putus

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
akses

keadilan bagi
masyarakat

a.

Persentase
perkara
prodeo yang
diselesaikan.

100%

100%

100%

100%

100%




miskin dan
terpinggirkan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
di luar
gedung
pengadilan

100%

100%

100%

100%

100%

c. Presentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu
yang
mendapat
layanan
Bantuan
Hukum
(Poshakum)

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase
Perkara
Permohonan
(Voluntair)
Identitas
Hukum

96%

97%

98%

99%

100%

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
ditindaklanjuti
(Eksekusi)

96%

97%

98%

99%

100%

3.2 KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.1 Target Kinerja

Berkaitan dengan hal diatas, untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih

detailnya ada pada matrik kerja pendaan dibawah ini:
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Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan




BAB V
PENUTUP

Rencana strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan
dari keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
pengetahuan antisipatif, ~mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik

yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam arti lain rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul.

Dari pengertian diatas, Pengadilan Agama Sumenep berupaya menyusun
Rencana Strategis 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis ini disusun
berdasarkan pemikiran bahwa tanpa suatu perencanaan Kita tidak akan bisa
mencapai keberhasilan, begitu juga yang terjadi pada Pengadilan Agama Sumenep,
tanpa Penyusunan Rencana Strategis kita tidak akan mengetahui tujuan apa yang
Pengadilan Agama Sumenep ingin capai, dan langkah-langkah apa yang akan

diusahakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis 2020-2024 ini disusun untuk perencanaan lima tahun
mendatang, sehingga sangat dimungkinkan untuk perbaikan setiap tahunnya
mengingat tantangan dan peluang ke depan bisa berubah meskipun dari awal

sudah diperhitungkan.




SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor :W13-A32/102/0T.01/2/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS

Menimbang

Mengingat

2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

. a

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-
2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun

(2010-2035);
Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2018 Pengadilan Agama Sumenep perlu menyusun

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis perlu membentuk

Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Sumenep dipandang cakap dan
mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan
Reviu Renstra tersebut;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

50 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;




6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi ~ Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

Pemerintah;
9. KEPSEKMA Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung

MEMUTUSKAN
Menetapkan

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu
Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Sumenep .

Kedua : L. Tim Kkerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua
Pengadilan Agama Sumenep

2.Setelah selesai melakukan penyusunan Reviu Rencana
Strategis 2020-2024 untuk dapat melaporkan hasilnya
kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep .

Ketiga - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Asli . Surat.Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
AGRgda tanggal : 08 Februari 2021
>

A Jatim, S.Ag, M.H.I.
TSNP, 19771201 199803 100 2

\ le
N ooty

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur




LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA

SUMENEP
Nomor : W13-A32/102/0T.01/2/2021
Tanggal : 08 Februari 2021

NIP. 197804022003122005

Umum Dan Keuangan

PANGKAT/ JABATAN DALAM JABATAN
NO NAMA/NIP GOL. RUANG KEDINASAN DALAM TIM
1. Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. 1V/a Ketua Penanggung
NIP. 197712011998031002 Jawab / Ketua
Pelaklsana
2. Drs. H. Laseman, M.H. 1V/a Panitera Sekretaris |
NIP. 196404151998031002
3. Masdura, S.H. 1V/a Sekretaris Sekretaris |l
NIP. 19631107 198603 1 002
4, Drs. H.M. Arifin 1i/d Panitera Muda Hukum | Anggota
NIP. 19600005 199403 1 004
5. Moh. Hasyim, S.H. 1i/d Panitera Muda Gugatan | Anggota
NIP. 197102041994031002
6. Rahayuningrum, S.H. 1i/d Panitera Muda Anggota
NIP. 197010141997032001 Permohonan
7. Samsul 1l/c Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 196712021993031003 Perencanaan Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
8. Kusno Rahardi, S.H. 1i/d Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19740422 199403 1 003 Kepegawaian,
Organisasi, Dan Tata
Laksana
Q. Elly Kusdiana Hobaidah, S.Aqg. 1i/d Kepala Sub Bagian Anggota

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 08 Februari 2021
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